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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama  pada  tingkat

pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Grobogan,  10  Maret  1994,  agama

Islam,  pekerjaan  Perawat  Non  Medis,  pendidikan  SLTA,

tempat  kediaman  di,  Kabupaten  Grobogan,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat  dan  tanggal  lahir  Magelang,  04  Januari  1988,  agama

Islam, pekerjaanKuli Bangunan, pendidikan SLTP, tempat

kediaman  di  rumah  orangtuanya  Kabupaten  Magelang,

namun  sekarang  berada  di  Cacaban,  Kecamatan

Magelang Tengah, Kota Magelang, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal  23  Januari  2024

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Purwodadi,  dengan  Nomor

271/Pdt.G/2024/PA.Pwd,  mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bah

wa  pada  tanggal  03  Juni  2013,  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Godong  Kabupaten  Grobogan,

sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 03 Juni 2013

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK 016 / tanggal 30

Januari 2023;  

2. Bah

wa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di

rumah Penggugat di Grobogan, selama 8 tahun 7 bulan (hingga bulan

Januari tahun 2022) ;  

3. Bah

wa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai

2 orang anak bernama : 

a.  ANAK I, tempat vdan tanggal lahir : Grobogan, 12 Desember 2013,

umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan kelas 4 SD.

b.  ANAK II, tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 18 Mei 2022, umur 1

tahun 8 bulan, jenis kelamin laki-laki.

    yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ; 

4. Bah

wa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan

baik dan harmonis namun sejak bulan Januari  tahun 2022, ketentraman

rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah  dan  tidak

harmonis  lagi,  disebabkan  karena  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat  dan  pulang  ke  rumah  orangtua  Tergugat  sendiri  dengan

alamat  sebagaimana  tersebut  diatas  yang  hingga  sekarang  telah

berjalan selama 2 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik

lahir maupun batin;

5. Bah

wa  dengan  kondisi  rumah  tangga  sebagaimana  tersebut  diatas,
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Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan

Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;  

6. Bah

wa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai

dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa alasan

yang  jelas  selama  lebih  dari  2  tahun  berturut-turut,  sebagaimana

ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam;  

7. Bah

wa sebagai  konsekuensi  atas gugatan yang Penggugat  ajukan,  maka

Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara

ini;  

       Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini

berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut

PRIMAIR

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  Sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR

Dan  atau  bilamana  Majelis  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya; 

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 14 putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Penggugat  agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat, tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat  tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1.

Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat,  yang

dikeluarkan  oleh  Pememrintaha  Daerah  Kabupaten  Grobogan.  Bukti

surat  tersebut  telah diperiksa oleh Majelis  Hakim, dicocokkan dengan

aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian  diberi

kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA Godong  Kabupaten

Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

B.

Saksi:

1. SAKSI  I umur  28  tahun,  Agama  Islam,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

-   Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

saksi adalah saudara kandung Penggugat; 
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- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah

suami istri yang sah menikah pada bulan Juni tahun 2013; 

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama terakhir di rumah Penggugat di Desa Sambung, Kecamatan

Godong, Kabupaten Grobogan;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah

mempunyai 2 (dua) orang anak; 

-   Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya  hidup  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  awal  tahun  2022

sudah tidak rukun lagi;

-   Bahwa penyebab tidak harmonis atau tidak rukun adalah karena

Tergugat tanpa izin atau alasan meninggalkan Penggugat sudah lebih

2 (dua) tahun berturut-turut hingga sekarang;

-   Bahwa  sejak  Tergugat  meninggalkan  Penggugat  sampai

sekarang  tidak  pernah  kembali  lagi  dan  Tergugattidak  ada

meninggalkan harta  maupun usaha yang dapat  Penggugat  gunakan

untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;;

-  Bahwa saksi mendengar kabar bahwa sekarang Tergugat berada

di Lembaga Pemsyarakatan di Magelang;

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak pernah lagi berkomunikasi; 

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan

kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Bahwa  sekarang  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi

merukunkan Penggugat dan Tergugat; 

2. SAKSI  II,  umur  48  tahun,  Agama  Islam,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: 

-   Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

saksi adalah tetangga Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah

suami istri yang sah menikah pada bulan Juni tahun 2013; 
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- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama terakhir di rumah Penggugat di Desa Sambung, Kecamatan

Godong, Kabupaten Grobogan;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah

mempunyai 2 (dua) orang anak; 

-   Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya  hidup  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  awal  tahun  2022

sudah tidak rukun lagi;

-   Bahwa penyebab tidak harmonis atau tidak rukun adalah karena

Tergugat izin atau alasan meninggalkan Penggugat sudah lebih 2 (dua)

tahun berturut-turut hingga sekarang;

-   Bahwa  sejak  Tergugat  meninggalkan  Penggugat  sampai

sekarang  tidak  pernah  kembali  lagi  dan  Tergugattidak  ada

meninggalkan harta  maupun usaha yang dapat  Penggugat  gunakan

untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak pernah lagi berkomunikasi; 

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan

kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Bahwa  sekarang  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi

merukunkan Penggugat dan Tergugat; 

Bahwa  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perkara  cerai  gugat  yang

termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka
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berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf  a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009,  Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa,  mengadili  dan

memutus perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  pemanggilan  kepada  Penggugat dan  Tergugat

untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)  jo.

Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975

Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara

resmi dan patut;

Menimbang,  bahwa  terhadap  panggilan  tersebut,  Penggugat telah

datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan  Tergugat tidak pernah

hadir  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil/kuasanya  dan

ketidakhadirannya  tanpa  suatu  alasan  yang  sah,  juga  tidak  mengajukan

tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap

datang  menghadap  di  persidangan  dan  gugatan  Penggugat dipandang

berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan

pasal  126  Reglemen  Indonesia  yang  dibaharui  (HIR/RIB)  jo.  Surat  Edaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan

Verstek,  perkara  ini  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa  hadirnya  Tergugat

(verstek);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk)  dan bukti

P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta autentik yang

telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik
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Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo.Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020  Tentang  Bea  Meterai  jo.  Pasal  1888  Kitab  Undang-Undang  Hukum

Perdata; 

Menimbang,  bahwa  berdasarakan  bukti  P.1  telah  terbukti  bahwa

Penggugat bertempat  tinggal  di  wilayah  Kabupaten  Grobogan,  sehingga

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang,  bahwa bukti  P.2  merupakan fotokopi  akta autentik yang

memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat  sehingga  dapat

dipertimbangkan,  vide Pasal  1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  jo.

Pasal  165  Reglemen  Indonesia  yang  dibaharui  (HIR/RIB).  Oleh  karena  itu,

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam

perkawinan  yang  sah,  sehingga  harus  dinyatakan  Penggugat  adalah  pihak

yang  berkepentingan  dan  berkualitas  dalam  mengajukan  perkara  (legitima

persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  dari  posita  gugatan  Penggugat,  Majelis  Hakim

menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan  Tergugat adalah karena dalam

rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat telah terjadi  perselisihan yang terus

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

itu secara formal gugatan Tergugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa  Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi,

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  saksi  -  saksi  Penggugat,  sudah  dewasa  serta

sebagai  orang  dekat  Penggugat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  145
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Reglemen  Indonesia  yang  dibaharui  (HIR/RIB)jo.  Pasal  76  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat tentang sebab-

sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi

tersebut telah memenuhi  syarat materiil,  sehingga keterangan saksi tersebut

memiliki  kekuatan  pembuktian  dan  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui

(HIR/RIB);

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat

dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan

dengan dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  oleh karena itu Majelis Hakim menilai

kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang

sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

sah menikah pada bulan Juni tahun 2013 dan telah mempunyai 2 (dua)

orang anak; 

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama terakhir di rumah Penggugat di Desa Sambung, Kecamatan

Godong, Kabupaten Grobogan; 

-   Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya  hidup  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  awal  tahun  2022

sudah tidak rukun lagi;

-   Bahwa penyebab tidak harmonis atau tidak rukun adalah karena

Tergugat izin atau alasan meninggalkan Penggugat sudah lebih 2 (dua)

tahun berturut-turut hingga sekarang;
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-   Bahwa  sejak  Tergugat  meninggalkan  Penggugat  sampai

sekarang  tidak  pernah  kembali  lagi  dan  Tergugattidak  ada

meninggalkan harta  maupun usaha yang dapat  Penggugat  gunakan

untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;

-   Bahwa sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemsyarakatan di

Magelang;

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak pernah lagi berkomunikasi; 

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan

kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Bahwa  sekarang  Penggugat  sudah  tidak  ingin  lagi

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa  perkawinan ialah

ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara

Penggugat  dan  gugatan  Tergugat  pisah  rumah  /  ranjang,  tidak  berada  lagi

dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai

suami  istri  lagi  yang  telah  berlangsung  sudah  lebih  2  (dua)  tahun, hingga

sekarang  tidak  saling  menghiraukan  lagi,  telah  menunjukkan  bahwa  antara

Penggugat  dan  Tergugat  telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi

keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa

fakta  tersebut  di  atas  patut  dinyatakan telah  bertentangan dengan nilai-nilai

yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor  16  Tahun  2019,  di  mana  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat  lagi

mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada  ikatan  batin  yang  kuat

(mitsaqongholizhon)  yang  merupakan  penggerak  kehidupan  dalam  sebuah

rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak  saling membutuhkan,

sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  menciptakan  keluarga  yang  sakinah,

mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21

akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak

hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup

berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian

sesuai  dengan  maksud  Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin

As-Subki  dalam  kitab  Al-Asybah  wa  An-Nazhair  (Beirut:  Dar  Al-Kutub  Al-

Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

Artinya: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang,  bahwa  Ahli  Fikih,  Wahbah  Az-Zuhaili  mengutip  dan

menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa

Adillatuhu  (Beirut:  Dar  Al-Fikr,  1985)  jilid  VII  halaman  527,  yang  kemudian

Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih  pendapat  tersebut  menjadi

pendapat Majelis, menyatakan:
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Artinya: Pemisahan  (suami-istri)  boleh  dilakukan  bilamana  disebabkan
perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga
kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi
petaka  dan  bencana,  sesuai  sabda  Rasulullah  saw:  “Tidak  boleh
berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal
tersebut, maka si  istri  (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim
(Pengadilan  Agama).  Jika  kemudaratan  dan  kebenaran  (dalil)
gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut
dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka
gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa  gugatan Penggugat  telah

cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal  39

ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

jo. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  116 huruf  (b) Kompilasi  Hukum Islam, oleh karena itu

gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Purwodadi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;      

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  dan  memperhatikan  bunyi  Pasal-  Pasal  dalam peraturan

perundang-undangan  dan  hukum  yang  berlaku  serta  hukum  Islam  yang

berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

1.   Menyatakan Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2.   Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3.   Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  Sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4.  Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.915.000,00. (sembilan ratus lima belas ribu rupiah). 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Purwodadi  pada  hari  Selasa  tanggal  20  Februari  2024  Masehi

bertepatan dengan tanggal  10  Sya’ban 1445  Hijriah,  oleh  Drs.  Abd.  Halim

Zailani, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenuri, M.H. dan Drs. A. Muhtarom, M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu  juga  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  di

dampingi  para Hakim Anggota serta dibantu oleh  Fitri Istiawan, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

 Drs. Jaenuri, M.H.

Hakim Anggota II

  Drs. A. Muhtarom, M.H.

   Ketua Majelis,

   Drs. Abd. Halim Zailani

Panitera Pengganti,
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Istiawan, S.H.

Perincian biaya:

 Pendaftaran : Rp   30.000,00
 ATK Perkara : Rp   75.000,00
 Panggilan : Rp  550. 000,00
 PNBP Panggilan : Rp   20.000,00
 Sumpah              : Rp   100.000,00
 Redaksi : Rp   10.000,00
 Meterai : Rp                         10.000,00  

J u m l a h : Rp  915.000,00

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


